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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

pada proses penyidikan, dilakukan melalui musyawarah dengan 

melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, pembimbing kemasyarakatan, 

dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. 

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah 

yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian 

penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk 

berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat 

dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas 

saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi  

2. Dalam pelaksanaan diversi, ada beberapa faktor-faktor yang menghambat 

penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Dimana faktor Internal, 

seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi, kemudian pihak korban 

tidak mau berdamai, tidak adanya titik temu sebagai penyelesaian 

masalah, harus dihadiri oleh Bapas dan tokoh masyarakat, serta yang 

terakhir pelaku sudah melakukan tindak pidana lebih dari sekali. 

Sedangkan faktor Eksternal, yaitu Pemahaman terhadap pengertian 
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diversi, batasan kebijakan aparat pelaksanaan diversi, Kepercayaan 

masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi. 

1.2 Saran   

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana, hendaknya aparat penegak hukum lebih 

meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya Undang-

Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait 

dengan memberikan pemahaman mengenai bagaiman system peradilan 

pidana anak dan diversi yang sangat erat hubungannya dengan keadilan 

restorative. 

2. Bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian, agar dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada dalam 

menangani kasus anak. Sehingganya tidak hanya memperhatikan hak-hak 

anak sebagai korban saja yang dilindungi, tetapi hak-hak anak sebagai 

pelaku tindak pidana pun dapat benar-benar dilindungi. 

3. Pemerintah harus menyediakan dan lebih memperhatikan sarana dan 

prasarana yang menyangkut penanganan anak yang melakukan tindak 

pidana, salah satunya adalah menyediakan LAPAS khusus anak. 
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